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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21
ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 27
ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,
Pasal 16, Pasal 17 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat
(4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (3),
Pasal 33, Pasal 56, dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

1. Pasal S5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, yang
selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara
asing  yang memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
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yang diakui oleh pemerintah pusat.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum

Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

Pasal 3
(1) Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pendayagunaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan,
Tenaga Kesehatan.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sistematis.

BAB II
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan
sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan
kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan
dan pengawasan Tenaga Kesehatan.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi acuan dalam upaya pemenuhan,
pemerataan, dan penyesuaian kapasitas produksi

Tenaga Kesehatan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 5
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga
Kesehatan.
Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan
yang melaksanakan pekerjaan keprofesian sesuai
dengan kompetensi dan kewenangannya, baik yang
bekerja untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah,
maupun masyarakat.
Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan kerja sama dan

sinergisme antarpemangku kepentingan.

Pasal 6

Penyusunan dan penetapan perencanaan Tenaga
Kesehatan yang bekerja sesuai dengan keprofesiannya
harus memperhatikan:
a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi

Tenaga Kesehatan;
b. penyelenggaraan upaya kesehatan,;
c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d. kemampuan pembiayaan;
e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
f. kebutuhan masyarakat.
Selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun dan
merencanakan Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat
dan pemerintah daerah harus memperhatikan Tenaga
Kesehatan yang bekerja tidak sesuai dengan

keprofesiannya.

Pasal 7
Perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui proses
sebagai berikut:

a. identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi Tenaga
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Kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dengan
memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya;

b. melakukan analisis beban kerja untuk menentukan
jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga
Kesehatan berdasarkan beban kerja pelayanan
kesehatan setiap jenis Tenaga Kesehatan;

d. mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan
kompetensi Tenaga kesehatan yang dimiliki oleh
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e. membuat proyeksi ketersediaan Tenaga Kesehatan
yang ada dengan memperkirakan yang akan
memasuki usia pensiun;

f. membandingkan antara  kebutuhan  Tenaga
Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan
yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan
dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada
setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

g. membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan.

Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun secara berjenjang dimulai dari

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah daerah

kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah pusat secara nasional.

Hasil perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan direkapitulasi dan diverifikasi

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk

ditetapkan oleh bupati/walikota sebagai perencanaan
kebutuhan Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten/kota.

Perencanaan pemerintah daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi oleh

pemerintah daerah provinsi untuk ditetapkan oleh
gubernur sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan

tingkat provinsi.
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